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ABSTRAK 

 

VIER SAUJANA MEIVISENA. Analisis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada 
UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Terhadap Proses Pembiayaan Kredit 

Pemilikan Rumah Oleh Bank Syariah Indonesia. Jurusan Administrasi Niaga 
Politeknik Negeri Jakarta 2021.  

 

Sebuah frasa umum (commonsense) yang berkembang di masyarakat, bahwa ketika 
seseorang telah berhasil mendapatkan pekerjaan, terlebih di sebuah perusahaan 
ternama, maka jaminan masa depan sudah tergambar dengan indahnya. Namun 

pada kenyataannya dengan tidak adanya ruang kesempatan bagi pekerja status 
kontrak (PKWT) pada perubahan peraturan pada UU Cipta Kerja  Nomot 11 Tahun 

2020 membuat kesenjangan yang dirasakan pekerja kontrak yang menghalangi 
hadirnya kebahagiaan, atau kesejahteraan subjektif dalam hidupnya dengan 
memiliki rumah idamannya dimasa depan. Undang-undang Cipta kerja nomor 11 

tahun 2020 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) akan berdampak 
pada proses pembiayaan KPR oleh Bank Syariah Indonesia, hal ini karena Bank 

Syariah Indonesia memerlukan nasabah yang aman dalam Capacity/Kemampian 
pembiayaan calon debitur karena tidak ada kepastiannya status kerja PKWT untuk 
menjadi PKWTT jika dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun pekerjaan 

belum selesai maka dapat di lakukan perpanjangan perjanjian kerja, Pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data primer berupa 

kata kata diperoleh dari wawancara dengan imforman. Maka, dari hasil wawancara 
dapat disimpulkan bahwa pekerja PKWT tetap bisa untuk melakukan proses KPR 
dengan ketentuan yang berbeda dari karyawan tetap, 

 
Kata Kunci: Pekerja PKWT, Proses KPR, Bank Syariah Indonesia 
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ABSTRACT 

 

VIER SAUJANA MEIVISENA. Analysis of Specific Time Employment Agreements 

in the Employment Creation Law on the Process of Financing Home Ownership 
Loans by Bank Syariah Indonesia. Department of Business Administration Jakarta 
State Polytechnic 2021.  

 
A common phrase (commonsense) that develops in the community, that when 

someone has managed to get a job, especially in a well-known company, the 
guarantee of the future is beautifully illustrated. However, in reality, there is no 
room for opportunity for contract status workers (PKWT) on regulatory changeson 

The Job Creation Law Number 11 of 2020 create gaps felt by contract workers that 
prevent the presence of happiness, or subjective well-being in their lives by owning 

their dream home in the future. The Job Creation Law Number 11 of 2020 
concerning specific Time Work Agressments (PKWT) will have an impact on the 
mortgage financing process by Bank Syariah Indonesia,This is because Bank 

Syariah Indonesia requires customers who are safe in the financing capacity of 
prospective debtors because there is no certainty about the working status of a 

PKWT to become a PKWTT. The research used is a qualitative approach. Primary 
data sources in the form of words obtained from interviews with informants. So, 
from the results of the interview it can be concluded that PKWT workers are still 

able to carry out the KPR process with different provisions from permanent 
employees, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Usaha Perumahan berjalan pesat, yang diikuti dengan 

pertumbuhan ekonomi. Manusia akan tempat tinggal merupakan kebutuhan primer. 

Secara ekonomi kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang relatif tidak dapat di 

tunda pemenuhannya. Seiring dengan bertambahnya penduduk, maka kebutuhan 

perumahan juga akan meningkat. Banyaknya peluang yang dihadapi oleh 

pengusaha perumahan, memberikan dampak persaingan yang semakin kompetitif. 

Strategi-strategi pemasaran terus menuntut perubahan dan perkembangan 

pemikiran untuk menghadapi persaingan bisnis. Tempat tinggal adalah salah satu 

kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia. Tanpa tempat tinggal, 

seseorang tidak akan memiliki tempat peristirahatan setelah lelah beraktivitas. 

Secara psikologis, untuk mencapai kebutuhan primer, manusia membutuhkan 

pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan, walaupun demikian bekerja tidak hanya 

menjadi metode untuk mendapatkan sesuatu (penghasilan), namun juga menjadi 

sarana pencapaian kepuasan ego, dengan kata lain bekerja merupakan sarana untuk 

menuju kearah terpenuhinya kepuasan pribadi. Secara normatif, bekerja juga 

memunculkan imbalan sosial, berupa penghargaan, penilaian positif serta dukungan 

atas peran, yang tentunya mampu memperlancar interaksi dan membangun 

kepercayaan terhadap relasi sosial yang ada. 

Sebuah frasa umum (commonsense) yang berkembang di masyarakat, bahwa 

ketika seseorang telah berhasil mendapatkan pekerjaan, terlebih di sebuah 

perusahaan ternama, maka jaminan masa depan sudah tergambar dengan indahnya. 

Hal diatas barangkali bisa disebut sebagai representasi masa lalu, mengingat saat 

ini, berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan, bahkan ternama 

sekalipun, tidak berbanding lurus dengan kepastian dan jaminan kerja di masa yang 

akan datang. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan : “Tiap-tiap warga 

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.  

Amandemen UUD 1945 tentang Ketenagakerjaan juga disebutkan dalam Pasal 

28 d ayat (2) UUD 1945, implikasi dari hal tersebut adalah negara mempunyai 
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kewajiban untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan 

yang layak, oleh karena itu diperlukan perencanaan yang matang di bidang 

ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut. Namun ketidak 

pastian untuk mendapatkan pekerjaan tidak dapat dirasakan dengan aman oleh 

pekerja yang mendapatkan status kontrak (PKWT). Hasil kajian Wusana, 

Widyawati dan Pratiwi (2017) di salah satu kawasan industri garmen di Jakarta 

menemukan bahwa 67,1% pekerja garmen adalah berstatus pekerja kontrak. 

Karyawan atau pekerja, dalam status kontrak (PKWT) ini tentunya kurang 

menguntungkan, karena dinilai menempatkan pekerja dalam tingkat kerawanan 

tinggi, dan memiliki ketergantungan besar terhadap kontrak dari perusahaan. 

Pekerja kontrak dihadapkan sebuah keadaan “kurang aman” didalam bekerja, 

karena mengingat perusahaan bisa sewaktu-waktu memutus kerja, memiliki 

perbedaan fasilitas maupun gaji dengan karyawan tetap meskipun melakukan 

pekerjaan yang sama. Upaya perusahaan yang mengedepankan efisiensi secara  

berlebihan seringkali berdampak pada berkurangnya jaminan sosial dan keamanan 

bekerja Standing (1999), efisiensi terkadang menjadikan pekerja murni sebagai 

sumber daya yang pantas untuk dieksploitasi. Mengacu ketentuan perundang-

undangan, status “kerja kontrak” ini terjelaskan dalam aturan PKWT.  

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT), Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu istirahat, dan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PP tersebut merupakan aturan turunan dari 

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam poin 

tersebut, ditetapkan jangka waktu maksimal bagi perusahaan untuk 

menyelenggarakan kontrak PKWT maksimal selama lima tahun. Hal itu termaktub 

dalam Pasal 8 Ayat 1 dan Pasal 9 ayat 4 PP No. 35 Tahun 2021. Pasal tersebut 

berbunyi “PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1) dapat dibuat untuk paling lama 5 (lima) tahun,” selanjutnya, 

Dalam hal jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai 

maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu 
sesuai kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh, 

dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta 
perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun. 
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Pasal 9 ayat (4) berbunyi,  

Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT 
belum dapat diselesaikan sesuai lamanya waktu yang disepakati 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka jangka waktu 
PKWT dilakukan perpanjangan sampai batas waktu tertentu hingga 
selesainya pekerjaan 

 

Ketidak pastian hukum dalam jangka waktu kontrak kerja yang di tetapkan 

dalam Pasal 9 Ayat 4 PP No. 35 Tahun 2021 bahwa jika perusahaan telah mencapai 

jangka waktu perjanjian kerja, perusahaan berhak untuk meperpanjang kontrak 

selanjutnya tanpa ada kepastian waktu dan pengangkatan menjadi karyawan tetap. 

Hubungan kebijakan perundang-undang antara pekerja dan penguasa dalam 

dikaitkan dengan tujuan hukum perburuhan akan sangat sulit tercapai karena 

pengusaha sebagai pihak yang kuat akan selalu menekan pihak pekerja yang berada 

pada posisi yang lebih rendah atau lemah, oleh sebab itu pemerintah dianggap perlu 

untuk membantu menangani masalah perburuhan tersebut melalui peraturan 

perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum terhadap hak dan 

kewajiban pengusaha maupun pekerja. Rasa aman yang tidak lagi di dapatkan bagi 

pekerja status kontrak (PKWT) diiringi oleh hasil pendataan Komite Buruh 

Cisadane di wilayah Tangerang yang telah memberikan gambaran mengenai 

perbedaan status pekerja tetap dengan pekerja kontrak ataupun alih daya, dan 

proyeksinya terhadap tingkat problematika yang harus ditanggung pekerja kontrak 

dan alih daya. Selengkapnya sebagai berikut: 
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Table 1.1 

Perbedaan Hak Pekerja Tetap dan Pekerja Kontrak 
Hak-hak Pekerja Perkerja Tetap Pekerja Kontrak 

Upah Pokok Minimal UMK Hanya UMK 

Premi Kehadiran Dapat Tidak dapat 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja  Dapat 

Berupa: Jaminan kecelakaan 

kerja, Kematian, hari tua, dan 

jaminan kesehatan (butuh dan 

keluarga) 

Tidak dapat 

Uang Makan dan Transpot Dapat Tidak dapat (termasuk upah 

pokok) 

Hak Cuti: Tahunan, Haid, dan 

Cuti Hamil 

Dapat, untuk buruh 

perempuan yang hamil 

mendapat cuti 3 bulan dengan 

di bayar upah 

Tidak dapat 

Pesangon Dapat (dilindungi Undang-

Undang) 

Tidak dapat 

Perjanjian Kerja atau 

kesepakatan kerja 

Kolektif melalui PKB Individu yang ditandatangani 

diawal 

(Sumber : Komite Buruh Cisadane 2014) 

Dalam paparan data di atas, menunjukkan bahwa seorang pekerja berstatus 

kontrak, berada dalam posisi tidak berhak untuk mendapatkan hak-hak pekerja 

secara utuh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hal tersebut 

setidaknya menggambarkan dua hal besar, yakni adanya disparitas penghasilan 

yang diterima pekerja kontrak, dan tingginya ketidakpastian kerja maupun masa 

depan. Dalam perspektif Tjandraningsih (2010), sistem kontrak dinilai lebih banyak 

memberikan batasan-batasan bagi pekerja dalam mencapai kesejahteraan dalam 

hidupnya, dan bahkan bisa dianggap menghambat perkembangan generasi kerja 

Indonesia di masa yang akan datang. 

Sehingga Secara ekonomi kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang 

relatif tidak dapat di tunda pemenuhannya, menjadi harapat masa depan yang sulit 

untuk di capai. Padahal saat ini, harga properti cenderung naik dari tahun ke tahun. 

Kenaikannya juga tergolong signifikan, apalagi untuk rumah dengan kualitas 

bangunan yang bagus. Namun, tidak semua orang memiliki kondisi finansial yang 

sama terutama bagi pekerja status kontrak (PKWT). Sehingga tak dapat dipungkiri 

jika mengontrak menjadi pilihan terbaik bagi mereka. Namun, seharusnya 

kebanyakan masyarakat perlu berpikir dua kali ketika ingin mengontrak. Apalagi 

untuk jangka waktu yang sangat lama. Jika saat ini belum memiliki rumah, sudah 
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seharusnya mulai memikirkan cara untuk menabung uang untuk membeli rumah. 

Jika terus-menerus menunda keinginan ini, yang ada harga properti semakin naik. 

Akibatnya jadi tidak mampu lagi untuk membelinya karena harganya semakin sulit 

untuk dijangkau.  

Tidak adanya kepastian dalam pekerjaan membuat pekerja terhalang oleh 

faktor finansial dalam membeli rumah, padahal ada banyak pilihan yang dapat 

menopang keadaan finansial saat ini. bisa memanfaatkan fasilitas KPR, pinjaman 

dari Bank, koperasi, dan kartu kredit. Hanya perlu memilih jasa mana yang sesuai 

dengan kebutuhan. Namun sayangnya pekerja status kontrak (PKWT) membuat 

bidang perbankan memiliki banyak alasan untuk memberikan fasilitas pembayaran 

Kredit Kepemilikan Rumah yang dikemukaan oleh para pemimpin perusahaan 

mengenai kebijakan pekerja kontrak, antara lain pekerja kontrak yang tidak 

memiliki kepastian pekerjaan karena perusahaan dapat PHK sewaktu-waktu, 

dengan upah yang lebih rendah, dan pengusaha tidak memberikan pesangon di 

akhir masa jabatannya dan masih banyak alasan lainnya. KPR atau Kredit 

Pemilikan Rumah merupakan salah satu jenis pelayanan kredit yang diberikan oleh 

bank kepada para nasabah yang menginginkan pinjaman khusus untuk memenuhi 

kebutuhan dalam pembangunan rumah. KPR juga muncul karena adanya berbagai 

kondisi penunjang yang strategis diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan 

perumahan yang semakin lama semakin tinggi namum belum dapat mengimbangi 

kemampuan daya beli kontan dari masyarakat (Hardjono, 2008: 25). 

Seharusnya dengan adanya fasilitas pembayaran menggunakan sistem KPR 

mempermudah pekerja dalam mencicil rumah yang di idamkan, tetapi dalam 

pemenuhan persyaratan umum bagi pekerja status kontrak (PKWT) tidak lagi dapat 

dilakukan karena memiliki peryaratan sebagai berikut oleh Bank Mandiri, Bank 

BNI, dan Bank BRI dalam sistem KPR sebagai berikut : 
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Table 1.2 

Persyaratan umum sistem KPR oleh Bank 
Bank Mandiri Bank BNI Bank BRI Bank Syariah 

Indonesia 

WNI Pendapatan Bulanan WNI WNI 

Usia Usia Usia Usia 

Pekerjaan Tetap Karyawan Tetap Karyawan Tetap Pegawai Tetap 

(Sumber: data diolah, 2021) 

Tidak adanya ruang kesempatan bagi pekerja status kontrak (PKWT) membuat 

kesenjangan yang dirasakan pekerja kontrak yang menghalangi hadirnya 

kebahagiaan, atau kesejahteraan subjektif dalam hidupnya dengan memiliki rumah 

idamannya dimasa depan. Situasi kekurangan, atau terabaikan, dapat ditempatkan 

sebagai inhibitor bagi seseorang untuk meraih kepuasan dan kebahagiaan dalam 

hidupnya, meskipun penilaian terhadap “kekurangan” tersebut bersifat relatif dan 

subjektif Diener (2000). Kesejahteraan subjektif dalam memenuhi kebutuhan 

primer inilah yang dapat dipahami sebagai evaluasi individu mengenai kehidupan 

diri sendiri, mencakup komponen kognitif dan emosional kehidupan. Meninjau 

deduksi teoritik terhadap kesejahteraan subjektif, Eddington dan Shuman (2005) 

mengajukan konsepsi empat komponen pokok kesejahteraan subjektif, sebagai 

berikut:  

1) Kepuasan hidup secara umum, mencakup kepuasan hidup pada saat ini, 

kepuasan hidup masa lalu, kepuasan hidup untuk masa yang akan datang, 

kepuasan hidup pandangan orang di sekitar terhadap kehidupannya, dan 

keinginan untuk memperbaiki hidup;  

2) Kepuasan terhadap aspek-aspek hidup tertentu, seperti pekerjaan, keluarga, 

waktu luang, kesehatan, keuangan, kepuasan terhadap diri sendiri dan 

kelompoknya;  

3) Seringnya merasakan afek positif (suasana hati dan emosi menyenangkan). 

Afek positif dipisahkan menjadi suka cita (joy), girang hati (elation), 

kepuasan (contentment), bangga (pride), kasih (affection), gembira 

(happy), dan kegembiraan yang luar biasa (ecstasy); (4) Relatif sedikitnya 

merasakan afek negatif (suasana hati dan emosi tidak menyenangkan). 

Afek negatif dipilah menjadi rasa bersalah dan malu (guilt and shame), 
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risau atau gelisah dan cemas (anxiety and worry), marah (angry), tegang 

(stress), putus asa (depression), dan iri (envy). 

Penjelasan diatas menggiring pada sebuah pertanyaan besar, tentang bagaimana 

pekerja kontrak (PKWT) meraih kesejahteraan subjektif dalam situasi yang 

sebenarnya kurang menguntungkan. Maka dari itu berdasarkan uraian latar 

belakang di atas, penulis tertarik untuk mengamati proses kebijakan Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat , dan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PP tersebut merupakan aturan turunan dari 

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap pembiayaan 

bank menggunakan sistem KPR Oleh karena itu penulis tertarik untuk malakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada UU 

Cipta Kerja Terhadap Proses Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Oleh 

Bank Syariah Indonesia”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi bahwa 

dengan adanya ketidak pastian menjadi karyawan tetap pada pekerja kotrak, apakah 

UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 

tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berpengaruh pada proses 

pembiayaan KPR oleh Bank Syariah Indonesia. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah penulis 

paparkan di atas, perlu adanya pembatasan masalah sehingga pembatasan dalam 

penelitian lebih terfokus, jelas dan terarah. Untuk itu peneliti hanya menganalisis . 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) yang terdapat pada UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 terhadap 

daya beli rumah menggunakan pembiayaan KPR oleh Bank Syariah Indonesia 

1.4 Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, 

maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

a. Apakah dengan adanya Undang-undang Cipta kerja nomor 11 tahun 2020 

tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) akan berdampak pada proses 

pembiayaan KPR oleh Bank Syariah Indonesia? 

b. Bagaimana proses pelaksanaan sistem KPR oleh Bank Syariah Indonesia 

dalam kebijakan Undang-undang Cipta kerja nomor 11 tahun 2020 tentang 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah dengan adanya Peraturan Undang-

undang Cipta kerja nomor 11 tahun 2020 tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) pada daya beli rumah menggunakan pembiayaan KPR oleh 

Bank Syariah Indonesia.  
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b. Untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, perusahaan, dan 

bank dalam proses pembiayaan KPR dalam memperhatikan dan menyesuaikan 

pelaksanaan perusahaan dan bank dalam menjalankan Peraturan Undang-

undang Cipta kerja nomor 11 tahun 2020 tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat bagi peneliti, perusahaan, bank, pemerintah dan 

masyarakat.  

a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan 

dan menambah pengalaman serta wawasan dalam penerapan ilmu yang 

berkaitan dengan perbankan dan ketenagakerjaan. Serta dapat membandingkan 

teori yang didapatkan selama perkuliahan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan. 

b. Bagi pemerintah agar dapat lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat  

khsusnya pekerja kotrak agar dapat mendapatkan kehidupan yang lebih baik 

dalam memiliki rumah menggunakan system KPR di Bank Syariah Indonesia 

c. Bagi Bank Syariah Indonesia agar masyarakat lebih mengetahui bagaimana 

mengenai proses system pembiayaan KPR agar dapat dimanfaatkan dengan 

menyesuaikan perubahan Undang-undang Cipta kerja nomor 11 tahun 2020 

tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

d. Bagi pembaca dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi sehingga 

dapat melakukan penelitian lebih jauh dan mendalam agar didapat penelitian 

yang lebih baik lagi serta menambah pengetahuan terhadap pembaca. 

e. Bagi masyarakat penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan 

manfaat bagi masyarakat umum sebagai sumber referensi untuk memanfaatkan 

system pembiayaan menggunakan KPR Bank Syariah Indonesia.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian mengenai Analisis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada UU 

Cipta Kerja Terhadap Proses Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Oleh Bank 

Syariah Indonesia. Maka penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut : 

a. Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, 

dimana telah di jelaskan pada peraturan turunan PP No. 35 Tahun 2021 Tentang 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, 

Pemutusan Hubungan Kerja ini akan berdampak besar bagi Bank Syariah 

Indonesia seperti : 1) Keuntungan Bank Syariah Indonesia menurun, 2) Capaian 

kantor cabang dan kantor area diperkirakan akan menurun 50-70%, 3) Bank akan 

lebih selektif untuk mencari nasabah yang aman 4) Pencairan pada bank akan 

menurun 

b. Pekerja PKWT tetap bisa untuk melakukan proses KPR dengan ketentuan yang 

berbeda dari karyawan tetap, seperti 1) Besaran gaji yang di buktikan dengan 

rekening koran, 2) Latar belakang tempat kerja, dilihat dari jumlah karyawan dan 

bonafit atau tidak 3) karir kedepan calon nasabah PKWT bekerja sebagai pekerja 

PKWT terkait perubahan status menjadi PKWTT 4) Bidang pekerjan bergerak 

sebagai tenaga professional atau tidak. Tentunya peryaratan tersebut 

memperkecil kemungkinan bagi pekerja PKWT untuk mendapatkan KPR Bank 

Syariah Indonesia. Menurut hasil wawancara kami bersama narsumber, 

kemungkinan 3 dari 10 yang mengajukan KPR diterima untuk mendapatkan 

proses pembiayaan KPR dan hal ini membuat tidak akan memiliki tempat 

peristirahatan setelah lelah beraktivitas (tempat tinggal). Secara psikologis, untuk 

mencapai kebutuhan primer, manusia membutuhkan pekerjaan untuk 

mendapatkan penghasilan, walaupun demikian bekerja tidak hanya menjadi 

metode untuk mendapatkan sesuatu (penghasilan), namun juga menjadi sarana 



 

11 
 

pencapaian kepuasan ego, dengan kata lain bekerja merupakan sarana untuk 

menuju kearah terpenuhinya kepuasan pribadi. 

5.2 Saran 

Kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan adalah Amandemen UUD 

1945 tentang Ketenagakerjaan juga disebutkan dalam Pasal 28 d ayat (2) UUD 1945, 

implikasi dari hal tersebut adalah negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi 

warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak, oleh karena itu 

diperlukan perencanaan yang matang dibidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan 

kewajiban negara tersebut. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, dimana telah dijelaskan pada peraturan turunan PP 

No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu 

Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja. Membuat pekerja kontrak 

dihadapkan sebuah keadaan “kurang aman” didalam bekerja, karena mengingat  

perusahaan bisa sewaktu-waktu memutus kerja, memiliki perbedaan fasilitas maupun 

gaji dengan karyawan tetap meskipun melakukan pekerjaan yang sama. Maka penulis 

penyarankan pihak Bank Syariah Indonesia memberikan penyesuaian khusus untuk 

pekerja PKWT tanpa harus memberatkan pihak pekerja PKWT untuk mendapatkan 

proses KPR.   
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Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawamcara 

 

PERTANYAAN WAWANCARA 

 

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai 

metode utama untuk melakukan pengumpulan dan pengkajian data secara mendalam. 

Berikut ini merupakan pertanyaan wawancara yang disifatkan general karena adanya 

keterkaitan di antara indikator dan juga ditujukan untuk responden/informan yang 

berbeda. 

 

A. IDENTITAS INFORMAN 

 

Nama   : 

Umur   : 

Pekerjaan   : 

Bagian   : 

Lama waktu bekerja : 

 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

 

1. Mengapa Anda memilih bekerja di Bank Syariah Indonesia ? 

2. Apa yang menjadi kelebihan Bank Syariah Indonesia dengan bank Syariah lain 

maupun bank konvensional? 

3. Apa yang anda ketahui tentang proses KPR di Bank Syariah Indonesia? 

4. Apa saja persyaratan khusus dalam proses KPR di Bank Syariah Indonesia? 

5. Apa yang anda ketahui dari PKWT pada perubahan terbaru UU No. 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja? 

6. Apakah menurut anda dengan adanya peraturan PKWT pada UU No. 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja akan berdampak pada proses KPR di Bank Syariah 

Indonesia? 
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7. Petanyaan spesifik: 

a. Jika tidak berdampak bagaimana proses KPR pada pekerja status PKWT di Bank 

Syariah Indonesia? 

b. Jika berdampak, apakah ada prosedur lain bagi pekerja PKWT dalam 

memanfaatkan fasilitas pembayaran KPR? 

c.. Apa sajakah prosedur yang berubah pada proses KPR bagi pekerja PKWT? 

8. Apakah perubahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini merugikan bagi 

perusahaan Bank Syariah Indonesia ? Jika iya, Bentuk kerugian apa sajakah yang 

akan didapatkan Bank Syariah Indonesia 

9. Apakah perubahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan merugikan 

nasabah yang berstatus  PKWT dalam memanfaatkan fasilitas pembiayaan KPR? 

10. Apakah menurut anda perlu adanya penyesuaian kebijakan pada prosedur 

persyaratan di Bank Syariah Indonesia dalam perubahan UU No. 11 Tahun 2020 

tentang UU Cipta Kerja ? 

11. Bagaimana penyesuaian prosedur yang di perlukan menurut anda 
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Lmpiran 3 : Wawancara Informan 
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Lmpiran 2 : Curriculum Vitae 


